Menimbang

Mengingat

BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

bahwa mengingat besarnya tanggung jawan dar
Inspektorat Kabupaten Minahasa Sclatan «husus
pelaksanaan tugas pemeriksaan, maka dipandanyg perlu
diambil suatu kebijakan daerah dalam hal perubahan
terhadap biaya transportasi bagi Perjalanan innas Dalio
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Inspekiora
Kabupaten Minahasa Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksodd
dalam huruf a, perlu menetapkan Perataran Bupan
tentang Perjalanan Dinas Dalam Dacrah  Kabupaten
Minahasa Selatan Dalam Rangka Pelaksanaan Topos
Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan

Undang-Undang Nomor 10 ‘Tahun ARIOE enting
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2003 No. 30 Tarabahoo
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1273

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  ‘entang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik [ndonesa
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaman: felnh
diubah beberapa kali terakhir dengan ‘ndang Jndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahar kedia Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 cliting
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Toifonesn

Tahun 2008 Nomor 59, Tambaharn Lembarar Nego
Republik Indonesia Norror 4844);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun Mt Lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor <o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ientang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12/ Tambahi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 0 “ahui 0ok
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrad
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhin dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ! "ahuoo 20

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter: Diadacs
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentane Poedonr

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 lahun 200x
tentang Kebijakan Pengawasan atas Penvelenggarico
Pemerintahan Daerah Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 0 Tahune 200
tentang  Kebijakan Pengawasan 1L Langkungan
Kementerian Dalam  Negeri dan  Penvelenggaraa
Pemerintahan Daerah Tahun 2013;

Peraturan Menteri Keuangan Republik fndonesia Nomw
113/PMK.05/2012 tentang Pecrjalanan |lrnas Dol
Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Terap,
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Sclatan Nomaos
Tahun 2008 tentang Organisast danr Tatio Kerps
Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan 'mbaaguna
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Sataar Poiss
Pamong Praja (Lembaran Daerah ‘Kabupaten Mimahasi
Selatan Tahun 2008 Nomor 05 Seri D}, sebaganmana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dacrat

Kabupaten Minahasa Selatan Nomor & Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Daceab
Kabupaten Minahasa Selatan Nomor + lahuo 200X
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspcktorat aerab
Badan Perencanaan Pembangunan Dacrad:  Lembapa

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praga (Lembaian
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 Nomo)
04 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomoo o
Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatar dan Belaog
Daerah Kabupaten Minahasa Sclatan — abur 20 0n
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan fabhon
2014 Nomor 01 Seri A };

Flora s



1 1.Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Sclatan Nomor ¢
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan darn
Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 20 14
( Berita Daerah Kabupaten Minahasa selatan Tahun 2014
Nomor 01 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

l.
2.

Z
[

S

10.

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa selatan
Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan;

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Minahasa Sclatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalal
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintals Kabupate
Minahasa Selatan;

Pegawair Negeri Sipil adalah Pegawai Neger Sipil pada inspektoras
Kabupaten Minahasa Selatan;

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang hanya menernima penghasilan
apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah har
kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,
Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Dalam Dacran
Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;

Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SP1T adalabe sSuia
Perintah Perjalanan Dinas kepada Pegawai Negeri Sipil i inspektorid
Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pelaksanaan  tagas
pemeriksaan,;

Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPH adalah
Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pegawai Nepert Sipil o
Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pelaksanaarn
tugas pemeriksaan;
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(1).

BAB 11
PERSYARATAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 2

Pegawail Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalanan Dimas Dalan,
Daerah harus mendapat persetujuan / perintah dalam bhentuk Surn
Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;

(2). Perjalanan Dinas Dalam Daerah dimaksud pada ayat (1 <hlaksanakin,

(1)

untuk perjalanan dalam Wilayah Kabupaten Minahasa Selatar

BAB IiI
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksico
sebagai berikut :

Tingkat B: Rp. 650.000,-

Tingkat C: Rp. 500.000,-

Tingkat D: Rp. 350.000,-

Tingkat E: Rp. 250.000,-

. Tingkat Perjalanan Dinas yang dimaksud pada ayat ({1 adalab sebagio

berikut :

Tingkat B: Esselon I B

Tingkat C: Esselon [II A / Golongan IV

Tingkat D: Esselon IV A / Golongan [1I

Tingkat E: Golongan Il / Pegawai Tidak Tetap

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan im dibebankiin pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimahasa selatn
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorar Kabwpaie
Minahasa Selatan;

. Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap antio Pevidan

Dinas Dalam Daerah yang dilakukan dalam waktu dan tcmpai fupan
yang sama

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten = Minahasa  Selatan

dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap inspektorat

Kabupaten Minahasa Selatan yang termasuk dalam Tun pemeriksaan

atas .

a. Pengawasan Internal Secara Berkala ( Program Kerpa Pemeriksiaan
Tahunan)
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b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerntah Haera
¢. Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan wepala Dicero
(Review)

d. Inventarisasi Temuan Pengawasan ( Monitoring |
¢. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

(2). SPT dan SPPD dari Tim yang melakukan pemeriksaai scbagaimiaii
dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Inspekiur Kabupaten
Minahasa Selatan;

Pasal 5

(1). SPPD merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksaniae  Peratanang
Dinas Dalam Daerah;

(2). Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang (elah melaksanakan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib memberikan lapora toriule dadon
bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Administras: dan hiava kKepacia
Pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas selaimbit lanibatnyi
7 (tujuh) hari sesudah yang bersangkutan kembali;

(3). Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalan Dacrab teeedin
dari :

a. SPT

b. SPPD rampung

c. Kalkulasi biaya

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

e. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

f. Laporan Perjalanan Dinas yang dibuat oleh vang nclaksanaicn
Perjalanan Dinas.

Pasal 6
Bagi Pejabat yang telah diberikan wewenang untuk menandatangvant S PT e
SPPD, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya Perjalanar Dinas vianyg
tidak perlu.

Pasal 7

Hal hal lainnya tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas veang oclun oo
dalam peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan peroindaiig, cockana

yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkarn dengin ketertoain
apabila dikemudian hari ternyata ada kekelirnan akan diadiakas pernbitian

sebagaimana mestinya.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peratuoan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Sclatan

Ditetapkan di Amurang
Pada ianggal 12 Waret 2014

‘BUPATI MINAHASA SELATAN
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CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal 2014
Plt;S‘El{&ET S DAERAH,

/‘

Ir. FARRY F. LIWE, MSc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19502151989071001

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 20 NOMOIK



